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SALINAN 

 
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR     65    TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

NILAI PASAR OBJEK PAJAK PERMUKAAN BUMI 
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI DASAR 

PENGENAAN PAJAK BEA PEROLEHAN ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PEKALONGAN, 

 
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 

10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, 

bahwa dasar pengenaan Pajak Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek 

Pajak pada tahun terjadinya perolehan, 

maka dipandang perlu mengatur Nilai 

Pasar Objek Pajak Permukaan Bumi  

Berupa Tanah dan Bangunan sebagai 



2 

dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Nilai Pasar Objek Pajak 

Permukaan Bumi Berupa Tanah dan 

Bangunan sebagai dasar pengenaan 

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum Tata Cara 

Perpajakan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4999); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
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Tanggung Jawab Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 

1986 tentang Pemindahan Ibukota 

Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan di Kotamadya Daerah 
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Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di 

Wilayah Kabupaten Pekalongan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1980 Nomor 70); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

1988 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 

II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Batang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3381); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran 
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Daerah Tahun 2010 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 18), 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan  

Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tahun 2012 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 27); 

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Pekalongan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 

Nomor 4, Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 56); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan:  NILAI PASAR OBJEK PAJAK PERMUKAAN 

BUMI BERUPA TANAH DAN BANGUNAN 
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BEA 
PEROLEHAN ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud 

dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang selanjutnya disebut BPKD adalah 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pekalongan. 

5. Kepala BPKD adalah Kepala BPKD 

Kabupaten Pekalongan. 

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang 

Perencanaan dan Penetapan pada 

BPKD. 

7. Badan adalah sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha 

yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik Negara 

(BUMN), atau badan usaha milik daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
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dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik,atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya termasuk 

kontrakinvestasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

9. Bumi adalah permukaan bumi yang 

meliputi tanah dan perairan pedalaman 

serta laut wilayah Daerah. 

10. Bangunan adalah konstruksi teknik 

yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap pada tanah dan/atau perairan 

pedalaman dan/atau laut. 

11. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang 

selanjutnya disingkat NPOP adalah 

besaran nilai/harga obyek pajak yang 

dipergunakan sebagai dasar pengenaan 

pajak. 
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12. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 

Pajak, yang selanjutnya disingkat 

NPOPTKP adalah besaran nilai yang 

merupakan batas tertinggi nilai/harga 

objek pajak yang tidak dikenakan pajak 

13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan adalah pajak atas perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan. 

14. Perolehan hak atas tanah dan/atau 

bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau 

bangunan oleh orang pribadi atau 

badan. 

15. Hak atas tanah dan/atau bangunan 

adalah hak atas tanah, termasuk hak 

pengelolaan, beserta bangunan di 

atasnya, sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang di bidang pertanahan 

dan bangunan. 

16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau 

Badan yang dapat dikenakan pajak. 

17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 

Badan, meliputi pembayar pajak,  

pemotong pajak dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 
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18. Pajak yang terutang adalah pajak yang 

harus dibayar pada suatu saat, dalam 

masa pajak, dalam tahun pajak atau 

dalam bagian tahun pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati 

ini, adalah guna pedoman pengaturan 

mengenai penetapan Nilai Pasar Objek 

Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah dan 

Bangunan sebagai dasar pengenaan Pajak 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan di Daerah. 

 
 
 

Pasal 3 
 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, 

adalah: 

a. sebagai pedoman penetapan Nilai Pasar 

Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa 

Tanah dan Bangunan dalam 

perhitungan pengenaan Pajak Bea 
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Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan bagi Wajib Pajak di Daerah; 

b. sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat 

Akta Tanah dan/atau Notaris dalam 

penandatanganan Akta Pemindahan 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

bagi Wajib Pajak di Daerah; 

c. sebagai pedoman bagi instansi yang 

berwenang menandatangani risalah 

lelang perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan bagi Wajib Pajak di 

Daerah; 

d. sebagai pedoman bagi instansi yang 

berwenang mencatat pendaftaran Hak 

atas Tanah atau peralihan Hak atas 

Tanah bagi Wajib Pajak di Daerah; dan 

e. meningkatkan pendapatan asli Daerah. 

 
 
 

BAB III 
OBYEK DAN SUBYEK PAJAK BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN 

 

Bagian Kesatu 
Obyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan 
 

Pasal 4 
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(1) Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan adalah perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan. 

(2) Perolehan hak atas tanah dan/atau 

bangunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi: 

a. pemindahan hak, karena: 

1. jual beli; 

2. tukar menukar; 

3. hibah; 

4. hibah wasiat; 

5. waris; 

6. pemasukan dalam perseroan 

atau badan hukum lain; 

7. pemisahan hak yang 

mengakibatkan peralihan; 

8. penunjukan pembeli dalam 

lelang; 

9. pelaksanaan putusan hakim 

yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

10. penggabungan usaha; 

11. peleburan usaha; 

12. pemekaran usaha; atau 

13. hadiah. 

b. pemberian hak baru, karena: 

1. kelanjutan pelepasan hak; atau 

2. di luar pelepasan hak. 

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), adalah: 
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a. hak milik; 

b. hak guna usaha; 

c. hak guna bangunan; 

d. hak pakai; 

e. hak milik atas satuan rumah 

susun; dan 

f. hak pengelolaan. 

 

Pasal 5 
 

Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

adalah objek Pajak yang diperoleh: 

a. perwakilan diplomatik dan konsulat 

berdasarkan perlakuan timbal balik; 

b. negara untuk penyelenggaraan 

pemerintahan dan/atau untuk 

pelaksanaan pembangunan guna 

kepentingan umum; 

c. badan atau perwakilan lembaga 

internasional yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-

undangan dengan syarat tidak 

menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di luar fungsi dan tugas 

badan atau perwakilan organisasi 

tersebut; 

d. orang pribadi atau badan karena 

konversi hak atau karena perbuatan 

hukum lain dengan tidak adanya 

perubahan nama; 
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e. orang pribadi atau badan karena 

wakaf; dan 

f. orang pribadi atau badan yang 

digunakan untuk kepentingan ibadah. 

 
Bagian Kedua 

Subyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan 

 

Pasal 6 
 

Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi 

atau badan yang memperoleh hak atas 

tanah dan/atau bangunan. 

Pasal 7 
 

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan adalah orang pribadi atau 

badan yang memperoleh hak atas tanah 

dan/atau bangunan. 

 
BAB IV 

DASAR PENGENAAN TARIF, CARA 
PENGHITUNGAN PAJAK, WILAYAH 
PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK 

 
Bagian Kesatu 

Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan 

 
Pasal 8 
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(1) Dasar pengenaan pajak Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah 

NPOP. 

(2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), adalah: 

a. jual beli adalah harga transaksi; 

b. tukar menukar adalah nilai pasar; 

c. hibah adalah nilai pasar; 

d. hibah wasiat adalah nilai pasar; 

e. waris adalah nilai pasar; 

f. pemasukan dalam perseroan atau 

badan hukum adalah nilai pasar; 

g. pemisahan hak yang 

mengakibatkan peralihan adalah 

nilai pasar; 

h. peralihan hak karena pelaksanaan 

putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap adalah nilai 

pasar; 

i. pemberian hak baru atas tanah 

sebagai kelanjutan dari pelepasan 

hak adalah nilai pasar; 

j. pemberian hak baru atas tanah di 

luar pelepasan hak adalah nilai 

pasar; 

k. penggabungan usaha adalah nilai 

pasar; 

l. peleburan usaha adalah nilai pasar; 
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m. pemekaran usaha adalah nilai 

pasar; 

n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau 

o. penunjukan pembeli dalam lelang 

adalah harga transaksi yang 

tercantum dalam risalah lelang. 

 
 
 
 
Bagian Kedua 

Besaran dan Cara Penghitungan Pajak Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

 
Pasal 9 

 
(1) Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan sebesar 5% (lima 

perseratus). 

(2) Penetapan NPOP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Besarnya NPOP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan setiap 3 (tiga) 

tahun, kecuali untuk objek pajak 

tertentu dapat ditetapkan setiap tahun 

sesuai dengan perkembangan 

wilayahnya. 
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(4) Dalam hal obyek Pajak Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan belum 

ditetapkan dalam Lampiran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

maka penetapan besaran NPOP 

mengacu pada nilai pasar obyek pajak 

di blok terdekat yang sejenis. 

 
Pasal 10 

 
(1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar 

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah) untuk setiap wajib pajak. 

(2) Dalam hal NPOP hak karena waris atau 

hibah wasiat yang diterima orang 

pribadi yang masih dalam hubungan 

keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat ke atas 

atau satu derajat ke bawah dengan 

pemberi hibah wasiat, termasuk 

suami/istri, NPOPTKP ditetapkan 

sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah). 

 
Pasal 11 

 
(1) Besaran pokok Pajak Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan yang 

terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar 
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pengenaan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 setelah 

dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek 

Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10. 

(2) Dalam hal NPOP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak 

diketahui atau lebih rendah dari pada 

NJOP yang digunakan dalam pengenaan 

PBB pada tahun terjadinya perolehan, 

besaran pokok BPHTB yang terutang 

dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

dengan Nilai Pasar Objek Pajak 

Permukaan Bumi Berupa Tanah dan 

Bangunan setelah dikurangi NPOPTKP 

sebagaiman dimaksud dalam Pasal 10. 

 
Bagian Ketiga 

Wilayah Pemungutan Pajak Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan 

 
Pasal 12 

 

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan yang terutang dipungut di 

wilayah daerah tempat tanah dan/atau 

bangunan berada. 

 
Bagian Keempat 

Masa Pengenaan Pajak Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan 
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Pasal 13 

 
(1) Saat terutangnya pajak bea perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan 

ditetapkan untuk: 

a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat 

dan ditandatanganinya akta; 

b. tukar menukar adalah sejak tanggal 

dibuat dan ditandatanganinya akta; 

c. hibah adalah sejak tanggal dibuat 

dan ditandatanganinya akta; 

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal 

dibuat dan ditandatanganinya akta;  

e. waris adalah sejak tanggal yang 

bersangkutan mendaftarkan 

peralihan haknya ke instansi di 

bidang pertanahan; 

f. pemasukan dalam perseroan atau 

badan hukum lainnya adalah sejak 

tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

g. pemisahan hak yang 

mengakibatkan peralihan adalah 

sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

h. putusan hakim adalah sejak tanggal 

putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap; 
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i. pemberian hak baru atas tanah 

sebagai kelanjutan dari pelepasan 

hak adalah sejak tanggal 

diterbitkannya surat keputusan 

pemberian hak; 

j. pemberian hak baru di luar 

pelepasan hak adalah sejak tanggal 

diterbitkannya surat keputusan 

pemberian hak; 

k. penggabungan usaha adalah sejak 

tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

l. peleburan usaha adalah sejak 

tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

m. pemekaran usaha adalah sejak 

tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat 

dan ditandatanganinya akta; dan 

o. lelang adalah sejak tanggal 

penunjukan pemenang lelang. 

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi 

pada saat terjadinya perolehan hak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 14 



21 

Diundangkan     di Kajen 
pada tanggal      27 September 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 

                                    ttd 

                 MUKAROMAH SYAKOER 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  TAHUN 2017 NOMOR 66 

Salinan sesuai aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, 

 
AGUS PRANOTO, SH, MH. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19670914 199703 1 005 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Pekalongan. 

 
  Ditetapkandi Kajen 

pada tanggal 27 September 2017 

BUPATI PEKALONGAN, 

Ttd 

ASIP KHOLBIHI 
 


